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ABSTRAK

Peradilan Militer merupakan peradilan tersendiri bagi orang-orang yang khusus yaitu 
militer, keberadaan Peradilan Militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pada tanggal 15 
oktober 1997 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Didalam Peradilan Militer terdapat suatu 
lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di Peradilan 
Militer yaitu Oditur Militer. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang 
pertama adalah peran Oditur Militer dalam penyelesaian Kasus KDRT yang 
dilakukan oleh Ajiggota TNT di wilayah hukum Otmil 1-04 Palembang. Skripsi ini 
akan membahas bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam 
penyelesaian kasus secara umum terkhusus kasus KDRT di Otmil 1-04 Palembang. 
Permasalahan berikutnya adalah tentang apa saja hambatan yang dialami oleh Oditur 
Militer dalam Penyelesaian kasus di Otmil 1-04 Palembang dan akan dibahas 
mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dari 
hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peran Oditur Militer dalam 
menyelesaikan kasus Kejahatan umum tidak jauh berbeda dengan penyelesaian kasus 
KDRT, namun terkhusus untuk kasus KDRT, ANKUM berperan untuk memberikan 
perlindungan kepada korban.

Kata kunci: Pengadilan Militer, Oditur Militer, KDRT,

xiv



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu negara.Hukum 

mengatur masalah umum yang biasa disebut sebagai hukum public dan mengatur 

masalah khusus dan yang biasa disebut hukum perdata.Kepentingan-kepentingan 

yang diatur oleh hukum dapat berupa hukum mengatur kepentingan-kepentingan 

umum (public) atau kepentingan-kepentingan khusus (perdata). i

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum itu sendiri.Hukum 

pidana mengatur masalah pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan 

umum.2Kemudian dalam hukum pidana tersebut dibagi yaitu hukum pidana umum

dan hukum pidana khusus.Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku 

bagi orang-orang khusus serta perbuatan yang dilakukan juga khusus.Sedangkan 

hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang umum(public) 

atau untuk lebih jelasnya berlaku bagi semua orang.3

. N
C. S. T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, hlm.73-79
2 J.B.Daliyo, 2001, Pengantar Hukum /mfortes/a,Prenhallindo, Jakarta hlm 88 
3Ibid, hlm 92

:
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2

Salah satu bagian dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana 

militer.Hukum pidana militer adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang tertentu 

yaitu militer.4Hukum pidana militer terdiri dari hukum pidana militer, hukum 

narapidana militer dan hukum disiplin militer.

Hukum pidana militer merupakan hukum khusus.Hukum pidana dikatakan 

khusus karena memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan- 

ketentuan yang diatur didalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan 

khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditudukkan 

padanya.5

Hukum acara pidana erat hubungannya dengan hukum pidana, bahkan dalam

pengertian sehari-hari sering disebut hukum pidana. Perbedaannya adalah hukum

pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan pidana, 

disebut hukum pidana materil, sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan 

peraturan yang mengatur bagaimana caranya sipelaku tindak pidana supaya dapat 

dihukum, yang dikenal dengan hukum pidana formil atau proses recht.6

Oditurat adalah badan dilingkungan Militer(Angkatan bersenjata Republik 

Indonesia) atau sekarang Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia 

yang melakukan kekuasaan Pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidik

4 Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum peradilan militer di Indonesia, Mandar maju,acara
Bandung, hlm 1

5Ibid, hlm 30
6 Moch. Faisal salam, 2004 Peradilan Militer di Indonesia, Mandar maju, Bandung, hlm 54-57



3

berdasarkan pelimpahan dari panglima(Pasal 1 angka 2), Oditurat(Pasal 49) terdiri 

dari :7

a. Oditur Militer Merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer.

b. Oditur Militer Tinggi Merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer 

tinggi

c. Oditur Jenderal Merupakan badan penuntut tertinggi di lingkungan 

dilingkungan militer atau angkatan bersenjata republik Indonesia(TNI dan

Polri)

d. Oditur Militer Pertempuran

Oditurat dilingkungan Peradilan Militer adalah 1 (satu) dan tidak terpisah-

pisah Pembinaannya secara teknis yustisia berada dibawah Oditur Jendral, sementara

secara organisatoris dan administrative berada dibawah panglima. Oditurat

dilingkungan peradilan militer berwewenang untuk melakukan penyidikan terhadap

perkara tertentu atas perintah oditurat jendral, melengkapi berkas perkara dengan 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara di serahkan ke pengadilan. 8

Dalam Pasal 57 Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Oditur Jenderal adalah 

pejabat fungsional yang dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas 

masyarakat, Pemerintah, Negara serta bertanggung jawab menurut hirarki.9nama

7Op.c/7.,Moch. Faisal Salam, 2002, hlm 55
* Darwin Prints, 2003, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm 26-27 

Ibidy hlm 28



4

Dalam hal pemberhentian oditur militer diatur dalam Pasal 59 Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:10

1) pemberhentian secara hormat yaitu :

Alih jabatana.

Yaitu dipindahkan dari oditur menjadi hakim atau sebagainya.

Atas permintaan sendirib.

Yaitu Oditur atau Oditur Jenderal itu meminta sendiri untuk berhenti dengan

membuat surat permohonan.

Sakit jasmani dan rohani terus-menerusc.

Yaitu penyakit yang membuat oditur militer tak mampu melaksanakan tugas

oditurat.

d. Menjalani masa pensiun

Yakni telah berumur 56 tahun.

Tidak cakap melaksanakan tugas

Yaitu oditur tersebut ternyata tidak mampu menjalankan tugas sebagai 

Oditur/Oditur Jendral.

e.

f. Meninggal dunia

Dalam hal ini oditur meninggal dunia, maka secara otomatis diberhentikan 

secara hormat.

10Ibid9 hlm 30-31

■
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2. Pemberhentian secara tidak hormat

a. Dipidanakarena melakukan kejahatan.

b. Melakukan perbuatan tercela.

c. Terus-menerus melalaikan kewajiban.

d. Melanggar sumpah atau janji.

e. Melanggar Pasal 58 yakni menjadi:

Penasehat hukum.

- Pengusaha.

- Pekerja lain (diatur dalam keputusan panglima).

Militer memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada 

umumnya, adapun ciri-ciri dan militer tersebut adalah dididik dengan kekerasan, 

memiliki hukum disiplin, memiliki kepribadian yang keras dan menaati peraturan 

peperangan.11 Tidak semua orang bisa menjadi militer.Namun, terlepas dari suatu 

kekhususan militer. Pada dasarnya militer adalah manusia biasa yang menjalani hari- 

harinya sama seperti masyarakat pada umumnya.

Masyarakat memandang militer sebagai profesi yang sangat membanggakan,

akan tetapi disisi lain sifat militer yang tegas dan berwibawa dari militer itu sendiri

terkadang menimbulkan rasa segan dari masyarakat untuk membicarakannya. Hal ini 

sering membuat penafsiran-penafsiran atau pemikiran-pemikiran yang diciptakan 

melalui analogi sendiri bagi masyarakat akibat keingintahuan.Dan kemudian hal ini

11 Adityo Budiatno, 20 Mei 2012, Satu Dasawarsa Pemisahan TNI-Polri, 
dasawarsa pemisahan TNI-Polri.html, diakses tanggal 15 September 2012

www.satu

http://www.satu
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juga semakin sulit untuk dipahami karena terlalu sedikitnya literatur-literatur yang 

membahas mengenai militer dan hukum militer.12

Apabila ada pelanggaran ataupun tindakan yang bertentangan dengan hukum 

maka harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. 13Karena tidak ada 

pengecualianbagi siapapun yang melanggar hukum.Berbicara mengenai pelanggaran 

dilakukan oleh militer merupakan sesuatu bahasan yang menarik untuk 

dibahas.Selain karena subyeknya adalah TNI, kejahatan yang dilakukan adalah 

pelanggaran. Dalam pembahasan skripsi ini akan sedikit berbeda dengan biasanya 

yaitu kejahatan umum yang dilakukan oleh militer dilingkungan rumah tangganya.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri melainkan 

berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan dengan 

sesamanya.i4Hubungan teijadi berkenaan dengan hubungan kebutuhan hidupnya 

yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.Kebutuhan manusia tersebut 

berbeda-beda dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam 

daya upaya yang dilaksanakan.Manusia wajib dan berhak untuk hidup dalam 

hubungan, pergaulan dan keijasama dengan sesama baik secara lepas maupun tetap 

dalam ikatan-ikatan yang permanen. Sudah menjadi kodrat alam bahwa antara

yang

Bandunghhn °\1 2°°4, Peradilan Millter di Indonesia> Cv.Mandar maju,

Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta , hlm 48 
Ibid, hlm 65
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dua orang manusia yang jenis kelaminnya berlainan mempunyai daya tarik satu dan 

lain untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan.15

Agar tidak terjadi benturan -benturan di dalam pelaksanaan pemenuhan 

tersebut maka dibuat ketentuan-ketentuan dan aturan- aturan yang wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat, aturan itulah yang kita kenal dengan 

hukum.Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu di 

dalam masyarakat dan melindungi masyarakat secara keseluruhan. 16Kadang kala 

dalam suatu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga bertindak sewenang- 

wenang terhadap istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang secara khusus ditujukan ke perempuan, yang berakibat pada 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,dan penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan (tindakan), pemaksaan, 

atauperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, 

kekerasan dalam rumah tangga disingkat(KDRT).17

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota 

keluargaNamun, pada kenyataannya, banyak anggota rumah tanggga yang menjadi 

tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menetapkan:

I6 M.Ridwan Indra, 1994, Hukum Perkawinan Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, hlm 1 
Op.city Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu hukum, Rineka cipta, Jakata, hlm 48-49 
Lihat Pasal 1 angka (2) UU No.23 Tahun 2004
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“ Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi 

anggaota keluarga karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir 

batin diantara keduanya. Selain itu juga, dalam Pasal 33 Undang-Undang perkawinan 

juga megatur bahwa:

“Suami istri harus dan mutlak memiliki kewajibandan tanggung jawab untuk

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

dan batin yang satu kepada yang lain”.

Dengan adanya aturan demikian seharusnya lingkup rumah tangga adalah 

tempat aman bagi istri dan anak. Namin, kenyataanya berbicara lain karena semakin 

meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat.18

Aturan tentang KDRT sendiri diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga.Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam rumah tangga 

berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, 

luka atau cacat pada tubuh atau menyebabkan kematian.,9Tulisan ini akan

Citra ad'ty ^^^erernpuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, PT.

19 Fathul Djanneh, et,Al., 2003, Kekerasan terhadap istri, LKIS-CIDA-ICIHEF, Jakarta, hlm.
15
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dikhususkan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

oknum militer di Peradilan Militer Otmil 1-04 Palembang. Pembahasan dalam tulisan

ini akan sedikit berbeda dengan pembahasan tindakan KDRT pada umumnya, karena

dalam tulisan ini akan membahas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan kepada istri, anak dan bahkan pembantu rumah tangga.

Sampai saat ini belum ada ketetapan dan penegasan hukum dari pemerintah

mengatur tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer. Secara

kenyataan bahwa di peradilan Indonesia telah banyak membahas kasus mengenai

tindakan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), namun yang mengalami masalah

adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) yang dilakukan oleh anggota

20TNI menjadi suatu peristiwa hukum yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan laporan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) melaporkan bahwa 

tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh TNI tidak sampai 

ke peradilan karena masih kentalnya kekuatan hukum militer dimana Ankum(Atasan 

yang berhak Menghukum) langsung dari prajurit masih memegang kekuasaan 

untuk memutuskan. Hal ini disebabkan adanya kewenangan atasan langsung untuk 

melakukan penyidikan serta sahnya hukuman disiplin militer untuk kasus-kasus 

tertentu. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan proses hukum di peradilan umum.

yang

20 Mariska Kumianingsih, 2010, Penyelesaian Kasus KDRT di luar pengadilan, 
Fak.Hukum,Univ.Surakarta, hlm 2(skripsi)

" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer, Pasal 1 angka 9
Satrad balikpapan, 28 Januan 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga prajurit 

TNI di lihat dari kacamata peradilan umum dan penyelesaian secara birokrasi dalam militer, 
Downloads/skripsikekerasan-dalam-rumah-tangga-keluarga.html, (diakses kamis 21 september 2012) ’
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Jika kasus KDRT oleh militer dibawa ke peradilan umum, pelaku KDRT ini bisa 

dihukum lebih berat lagi.Masalah ini juga tergantung dari Polisi Militer, Oditur 

Militer dan ANKUM.Penyidik inilah yang menentukan apakah kasus ini dibawa ke 

peradilan atau cukup pada sanksi administrasi saja.Seorang militer yang melakukan 

tindak pidana umum dan tindak pidana militer semua itu telah diatur tersendiri, 

seperti yang kita ketahui bahwa dalam undang-udang No. 31 tahun 1997 mengatur 

tentang hal ini. Berdasarkan pengalaman riil LBH APIK Jakarta selama melakukan 

penanganan kasus menemukan keseluruhan putusan kasus tindak pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh 

anggota militer diputus tidak adil bagi korban.23

Berdasarkan contoh kasus yang telah diputus oleh pengadilan militer III-15 

Kupang, atas nama Nelson Kapoh, dengan pangkat Kopda dan merupakan kesatuan 

kodim 1604/Kupang. Korban atas nama Weni sriani lobo. Terdakwa melakukan 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Terdakawa menampar 

korban di kantor korban dan selama berumah tangga terdakwa tidak memberikan 

nafkah jasmani kepada korban. Menurut Pasal 44 angka 4 UU Penghapusan KDRT 

Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh 

Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan 

sehari-hari di pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak

i“s
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5.000.000(Lima juta rupiah).24Terdakwa kemudian dijatuhi putusan pidana penjara 

selama 2(dua) bulan dan 20(dua puluh) hari dipotong selama penahanan.25

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan oditur militer dalam penyelesaian tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh militer di Otmil 1-04

Palembang.

2. Faktor yang dapat menghambat oditur dalam penyelesaian masalah KDRT di

lingkungan Otmil 1-04 palembang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini

adalah:

L Untuk mengetahui peran oditur militer dalam penyelesaian perkara KDRT 

dilingkungan militer Otmil 1-04 palembang.

^ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Putusan pengadilan militer 111-15 kupang, www.Download Putusan Pengadilan 

mihter.co.id, Jumat,26 oktober 2012 jam 20.00

http://www.Download
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2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat oditur dalam menjalani tugas 

oditur dalam penyelesaian masalah secara umum di lingkungan peradilan

militer.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang bisa diperolehdan dimanfaatkan dari 

penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan tambahan

pengetahuan penulis di bidang hukum militer, serta diharapkan pula

bermanfaat bagi sumbangsih dunia ilmiah dalam memperluas keputakaan

mengenai kajian hukum disiplin militer serta mengenai kajian hukum militer

serta mengenai proses penyelesaian perkara dan peran oditur militer dalam

penyelesaian masalah KDRT di lingkugan militer.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu 

pengetahuan terutama ilmu hukum militer, khusus mengenai penyelesaian 

masalah KDRT di militer.
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E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada 

peran oditur militer dalam penyelesaian masalah KDRT yang dilakukan oleh militer 

berdasarkan hukum pidana militer dan hukum penghapusan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mencari data

melalui lembaga dengan menggunakan metode wawancara,dan mencari data

menggunakan data-data dari bahan kepustakaan berdasarkan teori-teori san

perundang-undanganyang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari lapangan,berupa data yang menjelaskan kewenangan 

oditur militer dalam penyelesaian masalah di pengadilan militer serta hambatan- 

hambatan yang di alami oleh oditur militer dalam pelaksanaan tugas.

b) Sumber data 

1. Primer
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Yaitu data yang diperoleh langsung melalui pihak yang berperan dalam 

pelaksanaan tugas sebagai oditur militer, dalam penyelesaian kasus KDRT 

yang dilakukan oleh anggota TNI di Otmil 1-04 Palembang.

2. Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan(//Zv*flry research), yaitu data yang diperoleh dan bahan-bahan 

hukum, seperti:

I. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yakni:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan 

Militer.26

c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.27

Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenaiII.

bahan hukum primer seperti tulisan atau pendapat ahli hukum pidana,

doktrin dan dasar-dasar hukum

III. Bahan hukum tersier, bahan yang member penjelasan maupun 

petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar

26 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997 
Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004
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Bahasa Indonesia, Kamus hukum, jurnal, majalah, makalah dan surat

kabar.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakasanakan di Otmil 1-04 Palembang, yang beralamat di 

jalan Kolonel Haji Burlian no.45 KM 5,5 Palembang.

4. Sampel Penelitian

Sampel atau responden adalah Oditur militer yang bertugas menangani 

masalah KDRT di Otmil 1-04 Palembang.Sampel dipilih melalui teknik 

Purposive Sampling. Purposive Sampling diartikan sebagai pemilihan 

sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahuinya sebelumnya.Cara Purposive Sampling lebih banyak 

memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di 

dalam sampel yang dipilih. Sampel atau responden dalam penelitian ini 

beijumlah 1 orang, dimana responden tersebut memiliki peran serta dalam 

penyelesaian kasus di Otmil 1-04 Palembang dan mampu menjadi tolak ukur 

yang menunjukkan ciri dan sifat suatu lembaga oditurat.Dalam pelaksanaan 

tugas Oditurat, Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisah memiliki satu 

landasandalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibidang penuntutan yang 

bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan dibidang penuntutan sehingga

“’ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 
nlm.106. 5
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dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata piker, tata prilaku, 

dan tata kerja Oditurat.29 

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan menggunakan 

dengan Oditur militer di Otmil 1-04 Palembang. Wawancara 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau responden.30Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara terstrukturyang disertai 

dengan daftar pertanyaan.

b. Data sekunder

wawancara

Data sekunder dperoleh melalui studi kepustakaan dan dokomen.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif - analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan, dan juga peran dan pengalamannya yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.31

29 Op.cit, Darwin Prints, hlm 26
30 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 
hlm. 155.

31 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta , hlm 250
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah 

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus .

Pada tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data di Oditurat

Militer 1-04, data yang diperoleh direduksi, diambil keterangan-keterangan,

jawaban maupun data tertulis yang ada kaitannya dengan pembahasan

masalah, kemudian ditarik kesimpulan awal yang merupakan jawaban

sementara dari perumusan masalah.

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah

dipahami, sehingga lebih mudah dianalisis.Kemudian dari data tersebut ditarik

kesimpulan, dari semula yang hanya jawaban sementara kemudian 

ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan- 

pertanyaan di dalam perumusan masalah.

t./2 BambanS Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 
2007, hlm.10. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
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